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BUPATI LOMBOK UTARA

PROVINST NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAU KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

3.

BUPATI LOMBOK UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor O
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Pcraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupmeﬁ
Lombok Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 Nomor 9);
Peraturan Dacrah Kabupaten Lombok Utara Nomor 19
Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ((Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor

19).

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dar
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1)
Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003  tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab
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,Irf:}?i:gz%oi:ffgara {Lcmbara‘n Negara Republik Indonesia
. Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
g::f:':il}jﬂfldgg I\LT(.)njm' 2'5 Télhl_}l'l 2004 tentang Sistem
RCI)L]I)ljl-‘;:;l(]j L‘n‘l"m'xrlglundn Nasional (Lembaran Negara
Lcmb'n-;n . Orncbl%‘ a’;u'n 2004 Nomor 104, Tambahan
Un(l']:] :-U lcg,ara cpu 31_11( Indonesia Nomor 4421) ;
Pcrilcnhf? ,T'K BIIU: 'Nomm = Tahun' 2004 tentang
Pcmcri:‘:&T{n' ﬁ%{dl‘u’;elm Antara Pemerintah Pusal dé.!l'l
Indonesia ’;‘drl] aoreh oembaran Negacs Republik
§ ahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 fcntang
Pembentukan Kabupaten Lombok Ulara di Provinsi
Nusa ’]?enggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4872) ;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
scbagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lcnlang
Pemerintahan  Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fenlang
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistemn Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 lenlang Perubahan Atas
peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistern Informasi Kcuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 lentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemcrintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Slandar Akuntansi Pemerintah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
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DEWAN PERWAKIL

Menetapkan

16.

19.

21.

PERATURAN DAERAH KABUPATE

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN D

Republik Indonesia Nomor 5272);

Perantlr;m Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pcmble.’m dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Ncgaru Republik Indonesia Nomor 6057);

P.cr%\turan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan
Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah  tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

Dengan Persetujuan Bersama

AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

dan

BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSKAN :

N LOMBOK UATARA

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
AN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2020.
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Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah berupa laporan keuangan yang memualt:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
¢. Neraca,
d. Laporan Operasional;
¢. Laporan Arus Kas;
Laporan Perubahan Ekuitas; dan
. Catatan atas Laporan Kcuangan.
(2) Laporan kcuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah/perusahaan daerah

™

5]

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1| huruf a
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 scbagai
berikut:

a. Pendapatan Rp859.876.910.606,12
b. Belanja dan Transfer Rp869.716.236.909,80
c.  Defisit Rp (9.839.326.303.68)
d. Penerimaan Pembiayaan Rp 35.790.184.541,00
e. Pengcluaran Pembiayaan Rp 5.000.000.000,00
f. Pembiayaan Netto Rp 30.790.184.541,00
g. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 20.950.858.237,32
Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2020 secbagai berikut :

a. Sisa lebih anggaran awal sejumlah Rp35.790.184.541,00
b. Sisa lebih anggaran akhir sejumlah Rp20.950.858.237,32
Pasal 4

Neraca scbagaimana dimaksud arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun

2020 schagai berikut

a. Jumlah Asct Rp1.857.431.665.725,79
b. Jumlah Kewajiban Rp 22.208.155.561,19
¢.  Jumlah Ekuitas Rpl1.835.223.510.164,61

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk
periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 scbagai

berikut

a. Pendapalan Rp862.524.992.248,62
bh. DBchan Rp884.346.657.994 35
c. Defisit Rp (21.821.665.745,73)

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun
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yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Arus kas bersih dari aktivitas Rp 114.105.268.386,10
operasi T
b.  Arus kas bersih dari aktivitas Rp(123.819.520.730,00)
investasi S
c. Arus kas dari aktivitas R
pendanaan i %00
d. Arus kas bersih dari aktivitas Rp (2.131.068.493,49)
transitoris . S
e. Penurunan kas Rp (11
. Saldo awal kas di BUD dan B
bendahara pengeluaran Rp 28.6
‘ .639.240.095,62
g. Saldo akhir kas di BUD dan ’
bendahara pengeluaran Rp 16.793.919.258,23
Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud d
oo alam Pasal 1 h 3
31 Desember Tahun 2020 scbagai berikut: m Pasa uruf f per

E. gkui§a§ ﬁgal Rp1.859.179.879.082,81
: urplus . Rp (21.821.665.745,73)
C. Dam_pak Kumulatif Perubahan Rp 2.134.703.172,48)
Kebijakan/Kesalahan Mendasar ,
d. Ekuitas Akhir Rp1.835.223.510.164,61
Pasal 8

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
g tahun 2020 memuat informasi tentang kebijakan fiskal dan ekonomi makro,
ikhtisar pencapaian kinerja keuangan daerah, kebijakan akuntansi dan
penjelasan pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran I. : Laporan Realisasi Anggaran Terdiri Atas;

Lampiranl.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiranl.2 . Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Lampiranl.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan;

Lampiranl.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

LampiranlIl. . Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Lampiran III. . Laporan Operasional;

Lampiran 1V. :  Laporan Perubahan Ekuitas;

Lampiran V. : Neraca;

Lampiran VI. : Laporan Arus Kas;

LampiranVII. : Catatan atas Laporan Keuangan;

LampiranVIII. . Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
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LampiranIX.
LampiranX.

LampiranXI.
LampiranXII.

Lampiran XIII.
Lampiran XIV.
Lampiran XV.
Lampiran XVI,

Daftar
Tertagih;
Daltar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan
Dana Bergulir;

Daftar Pernyetaan Modal (Investasi) Daerah;

Daltar Rekapitulasi Realisasi  Penambahan Dan
Pengurangan Aset Tetap Dacrah;

Daltar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
Daltar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Dacrah;

Rekapitulasi  Penyisihan  Piutang  Tidak

Lampiran XVII.
Lampiran XVIIIL.
Lampiran XIX.

Dana Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan
Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali
Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.

Pasal 10

Ketentuan lebih  lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai rincian dari

pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten
Lombok Utara. ;

Ditetapkan di Tanjung

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 9 Agustus 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA, |

e

H. RADEN NURJATI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2021
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